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ABSTRAK 

 

           Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, bulat, dan utuh bukan pemberian 

dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintahlah yang wajib menghormati Otonomi asli yang 

dimiliki Desa. Pemerintah Desa merupakan perwujudan dari Otonomi Desa, agar 

Otonomi terwujud tentunya tidak dapat dipisahkan peran seorang Kepala Desa dan 

Aparatur Pemerintah Desa serta masyarakat yang ada di Desa. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah pertama bagaimana Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Sering 

Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Kedua, 

Apa Strategi yang Dilakukan Pemerintah Desa Sering terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan Berdasarkan Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Empiris dengan 

melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Setelah 

data yang diperlukan terkumpul, kemudian dianalisa dengan menggambarkan secara rinci 

berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan serta disajikan dalam bentuk uraian 

kalimat-kalimat. Berdasarkan hasil dari penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan 

pertama Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Sering Pasca Diberlakukannya Undang-

Undang Desa seiring berjalannya waktu terus menerus mengalami perubahan yang sangat 

signifikan di kalangan masyarakat setempat sehingga salah satu tujuan dari Otonomi Desa 

satu demi satu dapat terwujudkan. Hal ini ditandainya dengan terlaksananya Otonomi 

Desa di Desa Sering yang dilihat dari beberapa bidang pelaksanaan yaitu pelaksanaan 

Otonomi dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Otonomi 

dalam bidang pelaksanaan Pembangunan, pelaksanaan Otonomi dalam bidang Pembinaan 

Masyarakat serta pelaksanaan Otonomi dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat. Kedua, 

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sering terhadap pembangunan 

berkelanjutkan berdasarkan penerapan Undang-Undang Desa ialah dengan melakukan 

kinerja pembangunan jalan yang menjadi prioritas yang dibutuhkan saat ini. Apabila 

pembangunan jalan sudah direalisasikan dengan baik maka akan dilakukannya 

pembangunan sarana penunjang lainnya seperti pembuatan Jembatan, Gedung Balai 

pertemuan Musyawarah Desa, serta pembangunan sarana pendidikan seperti gedung 

Sekolah Menengah Atas, gedung Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini, dan 

gedung-gedung lainnya. Pada akhir penelitian ini penulis memberikan saran perlu adanya 

identifikasi lebih mendalam dan inisiatif dari Pemerintah Daerah yang bekerjasama 

dengan Pemerintah Desa untuk lebih mengidentifikasi secara mendalam urusan 

pemerintahan. Serta dalam pelaksanaan kewenangan asal-usul terutama pada aspek 

budaya, sebaiknya Pemerintah Desa lebih memperhatikan dengan membuat peraturan 

sebagai payung hukum yang bertujuan untuk melestarikan budaya yang ada. 


